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BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

1. Peran BPOM DIY dalam mengawasi peredaran makanan jajanan sebelum 

diedarkan kepada masyarakat,yaitu: 

a. Merekrut orang-orang yang berkompeten dalam bidang gizi makanan 

b. Bekerja sama dengan Dinas kesehatan agar makanan jajanan yang beredar 

sehat untuk dikonsumsi masyarakat DIY. 

c. Bekerja sama dengan penegakan hukum terkait penegakan hukum terhadap 

penjual makanan jajanan tanpa izin edar. 

d. Mengedukasi para pedagang dalam hal pengurusan izin edar makanan jajanan. 

 Peran tersebut belum berjalan dengan secara optimal, dikarenakan masih banyak 

pedagang makanan jajanan yang belum mempunyai izin edar dan masih banyak 

pedagang yang belum mengetahui mengurus izin edar. Selain itu masih banyak 

makanan jajanan yang masih beredar di masyarakat Provinsi DIY. 

2. Penegakan hukum yang dapat diberikan oleh Satpol PP Terhadap perilaku 

penjual makanan jajanan tanpa izin edar adalah memberikan tindakan persuasif, 

namun, jika tindakan persuasif tidak menimbulkan efek jera, maka Satpol PP  

menjatuhkan sanksi, sanksi yang dapat diberikan oleh Satpol PP kepada para penjual 

tanpa izin edar yaitu: 

a. Pemusnahan produk 

b. Sanksi administratif 
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 Penegakan Hukum juga belum dilakukan secara optimal, dikarenakan masih 

banyak pedagang makanan jajanan,yang masih menjual makanan jajanan tanpa izin 

edar. 

 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah diurai,dapat 

diberikan saran sebagai berikut:  

1. Kepada BPOM, Sebaiknya BPOM terus memberikan edukasi  kepada 

distributor dan pedagang makanan jajanan mengenai pentingnya  izin edar 

makanan  dan bagaimanan cara memproduksi makanan sehingga para 

pedagang makanan jajanan dan para distributor makanan jajanan dapat 

mengerti mengurus izin edar makanan jajanan. 

2. Kepada Satpol PP sebaiknya lebih proaktif dalam melakukan penegakan 

sehingga warga DIY merasa terlindungi. 

3. Kepada pelaku usaha supaya mentaati peraturan mengenai izin edar sehingga 

makanan jajanan yang dijual terjaga sehingga terjaga mutu kesehatan. 
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